SIARAN PERS

. RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2017
“PENGUATAN PENGENDALIAN INTERN DAN SINERGI APIP UNTUK AKUNTABILITAS DESA
YANG LEBIH BAIK”

Kamis, 18 Mei 2017, Pukul 09.00 — 16.00
Istana Negara, Auditorium Gandhi, Lt 2 Gedung BPKP Pusat

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017 akan
dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis, 18 Mei 2017, di Istana Negara. Tema Rakornas
kali ini adalah “Penguatan Pengendalian Intern dan sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa
yang Lebih Baik.” Tema tersebut diusung dalam rangka mendukung kebijakan penguatan
desa yang merupakan pelaksanaan dari Nawacita butir ketiga, yaitu membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Melalui rakornas ini, BPKP bersama APIP lainnya yang terdiri dari Inspektorat
Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan
desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Pimpinan KPK akan memberi arahan di awal rakornas yang dihantar oleh Kepala Badan
Pengawasan dan Keuangan (BPKP).

Peserta rakornas adalah Inspektur Jenderal Kementerian, Inspektur Utama/Inspektur
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota.
Selain Pimpinan APIP sebanyak 350 orang dan perwakilan dari desa terpilih sebanyak 30
orang. Selain itu, hadir pula Ketua BPK, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan KPK, Kepala LPNK,
Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai undangan.

Usai arahan para menteri dan pimpinan KPK, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana memberikan laporan kepada Presiden dilanjutkan
dengan arahan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa PDTT, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang
Pencegahan KPK, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah dan Bupati Kepulauan Talaud. Diskusi panel diselenggarakan di Auditorium Gandhi,
Lt 2 Gedung BPKP Pusat JI Pramuka No 33 Jakarta.
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